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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui konsistensi penerapan UUPA 

setelah diterbitkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY 

PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non 

pribumi di Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadinya inkonsistensi serta ketidak sinkronan pengaturan dan penerapan 

hukum secara vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah 

DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI 

non pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Dan diperparah dengan para 

stakeholder terkait yang masih belum responsive dan progresif dalam melakukan 

kebijakan hukum agraria di Yogyakarata dan cendrung sangat birokaratis serta 

berbelit-belit. Seyogyanya para stakeholder terkait tidaklah lagi mengacu lagi 

kepada instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tetapi 

menginduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria yang secara terang sudah berlaku sepenuhnya di 

Yogyakarta. Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 

1975 sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam UUPA. 

Adanya praktik menyimpang dari hukum tanah nasional ini telah menyebabkan 

pemegang hak atas tanah dalam hal ini adalah WNI non pribumi tidak merasa 

ada perlindungan hukum terhadap dirinya. 

. 

Kata kunci: Inkonsistensi UUPA, Hak Milik Atas Tanah, dan WNI non 

Pribumi 
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A. Pendahuluan 

Tanah adalah permukaan bumi, demikian dinyatakan dalam Pasal 4 

UUPA. Dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, 

tepatnya hanya meliputi sebagian terntentu permukaan bumi yang berbatas, yang 

disebut dengan bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan 

alam yang terkandung di dalamnya
1
 

Di zaman modern seperti yang kita rasakan saat ini, tanah merupakan 

komoditi penting yang sangat berharga bagi setiap orang yang dipergunakan 

untuk kemakmurannya. Mundur beberapa tahun kebelakang tepat pada tanggal 24 

September 1960 lahir hukum agraria nasional yang memiliki sifat unifikasi 

(kesatuan) serta kodifikasi dan mengadopsi dari hukum adat yang telah di saneer 

(yang telah dibersihkan dari unsur-unsur asing dan dimodernisasi). Dasar politik 

hukum agraria nasional kita bersumber Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang 

menyatakan:
2
 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 dan 

kemudian dituangkan kedalam Pasal 2 Ayat 1 UUPA yang berbunyi : “bumi, air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu 

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat”. 

Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah, sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA adalah :
3
 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

                                                           
1
 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Universitas Trisakti, 

2007), halaman 63. 
2
 Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945. 

3
 Pasal 2 Ayat 2 UUPA. 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut digunakan 

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia 

yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut 

diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 

Berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan 

kepada pemerintah daerah tersebut, jadi penyelenggaraan pemerintahan termasuk 

juga dalam pengaturan wilayah di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Daerah Istimewa 

Yogyakarta berhak mengatur wilayahnya di berbagai bidang termasuk bidang 

pertanahan.  

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan yang pertama kali 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian mengalami beberapa perubahan, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dianggap belum lengkap maka 

kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Kemudian dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta terbitlah Instruksi Wakil 

Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 yang berisikan larangan 

kepemilikan bagi WNI non pribumi (WNI keturunan). Instruksi tersebut pada 
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dasarnya memberikan batasan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat 

keturunan.  

Bunyi dari Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 

adalah sebagai berikut :
4
  

Guna Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang 

WNI Non Pribumi atau yang disingkat Instruksi 1975, Instruksi Wagub DIY 

1975, atau Instruksi 898/1975 adalah sebuah surat instruksi yang dibuat oleh Paku 

Alam VIII yang memerintahkan agar tidak memberikan milik tanah kepada warga 

negara non-pribumi meliputi "Europeanen" ("Eropa" kulit putih); "Vreemde 

Oosterlingen" ("Timur Asing") yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India 

maupun non-Eropa lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan hanya boleh 

diberikan hak guna. 

Berdasarkan ketentuan ini WNI keturunan seperti Tionghoa, India, 

Turki,dll. Tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan hanya diberikan hak 

guna atas tanah yang dihakinya. Dari permasalahan diatas, penulis mulai 

tertarik untuk membuat sebuah tulisan hukum yang berjudul “Konsistensi 

Penerpan UUPA Terkait dengan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non 

Pribumi di Yogyakarta”. 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana konsistensi penerapan UUPA setelah diterbitkannya Instruksi Wakil 

Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas 

tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta? 

 

C. Pembahasan  

1. Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Hukum Agraria Nasional 

UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUPA, yaitu “atas dasar 

ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

                                                           
4
 Wikipedia, “Instruksi 1975”, https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_1975 , diakses pada tanggal 

3 Juli 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_1975
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organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 merupakan 

landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional 

yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan 

untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

 UUPA mempunyai dua subtansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak 

memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, 

membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya 

UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di 

Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini 

mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.
5
 

 Dengan diundangkan UUPA, terjadi perombakan hukum agraria di 

Indonesia, yaitu penjebolan hukum agrarian kolonial dan pembangunan hukum 

agraria nasional. Dengan diundangkan UUPA, bangsa Indonesia telah mempunyai 

hukum agraria yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun dari 

segi materiilnya. Dari segi formalnya, sifat nasional UUPA dapat dilihat dalam 

konsiderannya dibawah perkataan “menimbang” yang menyebutkan tentang 

keburukan dan kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA. 

Keburukan dan kekurangan tersebut antara lain dinyatakan bahwa hukum agraria 

kolonial itu memilik sifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya keburukan dan kekurangan ini, maka 

hukum agraria kolonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang dibuat 

oleh pembentuk undang-undang Indonesia dibuat di Indonesia, disusun dalam 

bahasa Indonesia, berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. UUPA 

memenuhi semua persyaratan formal tersebut sehingga UUPA mempunyai sifat 

nasional formal. Dari segi materiilnya, hukum agraria yang baru harus bersifat 

nasional pula, artinya berkenaan dengan tujuan, asas-asas dan isinya harus sesuai 

dengan kepentingan nasional. Dalam hubungna ini UUPA menyatakan pula dalam 

                                                           
5
 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaanya”, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2013), halaman 1. 
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konsiderannya di bawah perkataan “berpendapat” bahwa hukum agraria yang 

baru:
6
 

a. Harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah; 

b. Sederhana; 

c. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia; 

d. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama; 

e. Memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat 

mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan 

makmur; 

f. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia; 

g. Memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman 

dalam segala soal agraria; 

h. Mewujudkan penjelmaan dari pancasila sebagai asas kerohanian Negara 

dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-

undang; 

i. Merupakan pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan manifesto politik; 

j. Melaksanakan pula ketentuan Pasal 33 UUD 1945. 

UUPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaharuan agraria 

karena didalamnya memuat program yang dikenal dengan Panca Program Reform 

Indonesia, yang meliputi :
7
 

a. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi 

nasional danpemberian jaminan kepastian hukum; 

b. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah; 

c. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur; 

d. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-

hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah dalam 

                                                           
6
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 

2014), halaman 47. 
7
 Ibid., halaman 48 
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mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian 

dikenal sebgai program land reform; 

e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai 

dengan daya dukung dan kemampuannya. 

Menurut Muchsin, kriteria yang digunakan sebagai dasar bahwa UUPA 

sebagai undang-undang pembaharuan yang berkaitan dengan agraria, yaitu :
8
  

a. UUPA mencabut peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang 

dibuat pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda; 

b. UUPA menempatkan Negara bukan sebagai pemilik sumber daya agraria 

melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya 

berwenang menguasai sumber daya agrarian; 

c. UUPA mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria, yaitu 

kesatuan di bidang hukum, hak atas tanah dan pendaftaran tanah serta 

menempatkan hukum adat sebagai dasar pembentukannya; 

d. UUPA mewujudkan jaminan kepastian hukum melalui penyelenggaraan 

pendaftaran atas bidang-bidang tanah yang ada diseluruh wilayah 

Indonesia; 

e. UUPA menjabarkan nilai-nilai pancasila sebagai asas kerohanian bangsa 

yang dimuat dalam konsideran UUPA dibawah perkataan “berpendapat” 

huruf c, Penjelasan Umum Angka 1 UUPA dan Pasal-Pasal dalam UUPA. 

2. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berdasarkan ketentuan instruksi Wakil Kepala Daerah DIY 

PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 yang dimaksud WNI non pribumi adalah WNI 

keturunan seperti Tionghoa, India, Turki,dll. Ketentuan ini menegaskan bahwa 

WNI non pribumi yang memiliki tanah dengan Hak Milik baik tanah pertanian 

                                                           
8
 Muchsin. Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya, (Yogyakarta : STPN, 

2002) 
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maupun non pertanian untuk segera melepaskan hak atas tanah tersebut yang 

kemudian akan menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tanah negara dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah tersebut akan 

kembali menjadi tanah Kasultanan atau tanah Pakualaman yang kemudian akan 

dikuasai oleh Pemerintah DIY. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada WNI 

non pribumi adalah hak guna. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang  

Peraturan  Dasar  Pokok -Pokok Agraria  dan  peraturan  pelaksanaannya,  

dinyatakan  berlaku  sepenuhnya  untuk seluruh wilayah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian seharusnya instruksi Wakil Kepala 

Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi 

WNI non pribumi di Yogjakarta tidak lah berlaku lagi.
9
  

Seyogyanya para stakeholder terkait tidaklah lagi mengacu lagi kepada 

instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tetapi 

menginduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria yang secara terang sudah berlaku sepenuhnya di DIY. Dan 

pastinya yang paling penting adalah terjadinya perlindungan dan kepastian hukum 

bagi masyarakat wni non pribumi. 

Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 

sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung didalam UUPA, akan 

tetapi hingga saat ini Instruksi wakil kepala daerah tersebut masih tetap eksis 

dilaksanakan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 

Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Adanya praktik menyimpang dari hukum tanah 

nasional ini telah menyebabkan pemegang hak atas tanah dalam hal ini adalah 

WNI non pribumi tidak merasa adanya perlindungan hukum terhadap dirinya. 

3. Terjadinya Disharmonisasi dan Ketidak Sinkronan Pengaturan Hukum 

Secara Vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY 

                                                           
9
 Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984. 
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PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Terkait dengan Hak Milik Atas Tanah Bagi 

WNI non Pribumi di Yogyakarta 

Dengan diberlakukannya ketentuan dalam Instruksi Kepala Daerah DIY 

No.K.898/I/A/75 ini secara vertikal jelas bertentangan UUPA yang menjadi induk 

dari peraturan yang berkaitan dengan agraria. Karena dalam UUPA telah diatur 

secara jelas mengenai hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak 

atas tanah dan UUPA juga telah diberlakukan sepenuhnya di DIY berdasarkan 

KEPPRES No. 33 Tahun 1984. Namun pada kenyataanya instruksi wakil kepala 

daerah ini masih tetap eksis diberlakukan hingga saat ini. 

Ketentuan dalam instruksi tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 26 

Ayat 1 UUD 1945 yang menentukan bahwa:
10

 “Yang menjadi warga negara ialah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan undang-undang sebagai warga Negara”. 

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 ini maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

pembedaan antara WNI pribumi dan WNI non pribumi, semua sama dimata 

hukum. Pembedaan antara WNI Pribumi dan WNI non pribumi ini tentu saja juga 

bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang menentukan bahwa:
11

 Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian 

hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 

Ketentuan yang ada didalam Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY 

PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 secara vertikal bertentangan dengan UUPA dan 

melanggar asas-asas yang terkandung didalamnya antara lain : 

a. Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Mempunyai Hak Milik 

Atas Tanah. 

Asas hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik 

atas tanah ditemukan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA, yaitu : “hanya 

warga Negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

                                                           
10

 Pasal 26 Ayat 1 UUD NRI 1945. 
11

 Pasal 3 Ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan 

Pasal 1 dan Pasal 2”. Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) 

UUPA, yaitu “hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak 

milik”. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga Negara Indonesia 

yang berkedudukan sebagai subjek hak milik. Orang yang 

berkewarganegaraan Indonesia disamping juga berkewarganegaraan 

asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah berstatus hak 

milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang berstatus hak 

pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu terbatas.
12

 

Berhubungan dengan hal ini setelah diterbitkannya Instruksi Wakil 

Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 di Yogyakarta warga 

Negara Indonesia keturunan tidak dapat memiliki hak milik atas tanah 

yang dimilikinya, dan hanya bisa diberikan hak guna. Tentunya 

Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 

bertentangan dengan asas hanya warga Negara Indonesia yang 

mempunyai hak milik atas tanah yang ada pada Pasal 9 Ayat (1) (2) 

dan Pasal 21 Ayat (1) UUPA. 

 

b. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia. 

Asas ini ditemukan dalam Pasal 9 Ayat (2) UUPA, yaitu : “tiap-

tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatuhak atas tanah serta 

untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya”.
13

 Asas ini menetapkan bahwa warga Negara Indonesia 

baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk memperoleh hak atas tanah. Disini tidak dipersoalkan warga 

Negara Indonesia itu warga Negara Indonesia Asli, warga Negara 

Indonesia keturunan,ataukah warga Negara Indonesia naturalisasi. 

                                                           
12

 Urip Santoso, Op.cit., halaman 59 
13

 Pasal 9 Ayat 2 UUPA. 
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Demikian juga tidak dibedakan agama maupun suku dari warga Negara 

Indonesia tersebut. Hak atas tanah yang diperoleh adalah semua hak 

atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, maupun hak sewa untuk bangunan. Manfaat dan 

hasilnya yang diperoleh dari hak atas tanah tidak hanya dirasakan oleh 

dirinya sendiri, akan tetapi keluarganya juga dapat memperolehnya.
14

 

 

c. Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. 

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1) 

UUPA, yaitu : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah”.
15

 Asas perlindungan hukum ditemukan dalam Pasal 18 

UUPA yaitu:
16

 “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 

bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas 

tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 

menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. 

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan 

diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan 

melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan 

oleh UUPA dan isinya tidak bertetangan dengan UUPA. Selain itu, 

dilakukan melalui pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia (recht cadaster).
17

 

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam Pasal 18 UUPA yaitu 

meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti 

kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam 

                                                           
14

 Urip Santoso, Op.cit., halaman 60. 
15

 Pasal 19 Ayat 1 UUPA 
16

 Pasal 18 UUPA 
17

 Urip Santoso, Op.cit., halaman 64. 
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rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas 

tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu 

untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan 

ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah 

harus lebih baik setelah ha katas tanah diambil oleh pihak lain.  

 

D. Penutup  

Kesimpulan  

Terjadinya inkonsistensi serta ketidak sinkronan pengaturan dan penerapan 

hukum secara vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY 

PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI 

non pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Dan diperparah dengan para 

stakeholder terkait yang masih belum responsive dan progresif dalam melakukan 

kebijakan hukum agraria di yogyakarata dan cendrung sangat birokaratis serta 

berbelit-belit. 

Seyogyanya para stakeholder terkait tidaklah lagi mengacu lagi kepada 

instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tetapi 

menginduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria yang secara terang sudah berlaku sepenuhnya di DIY. 

Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 

sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung didalam UUPA. Adanya 

praktik menyimpang dari hukum tanah nasional ini telah menyebabkan pemegang 

hak atas tanah dalam hal ini adalah WNI non pribumi tidak merasa ada 

perlindungan hukum terhadap dirinya. 
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E. Daftar Pustaka 

Buku 

  Boedi Harsono. Hukum agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan 

Undang - Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya”. Jakarta 

: Universitas Trisakti, 2013; 

 

  Boedi Harsono. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. 

Jakarta : universitas trisakti, 2007;  

 

Urip Santoso. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta : Kencana 
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